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Pihak yang Hadir: 
 
A. Kuasa Hukum Pemohon: 

 
Viktor Santoso Tandiasa 

 
B. Pemerintah: 

 
1. Purwoko    (Kemenkumham) 
2. Surdiyanto    (Kemenkumham) 
3. Wahyu Jaya    (Kemenkumham) 
4. Fauzi Ibrahim Reza   (Kemenkumham) 
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6. Yuniar     (Kemenhan) 
7. Sri Sulastiyani   (Kemenhan) 
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*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]  
 
 Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 97/PUU-
XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 
 

 
Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk 

kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon! 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA 
[01:06]  

 
Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam 

sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, shalom. Pada pagi hari ini 
hadir saya Kuasa Hukum Prinsipal, Yang Mulia, Viktor Santoso Tandiasa. 
Demikian, Yang Mulia.  

 
3. KETUA: SUHARTOYO [01:19] 

 
Baik. Pemerintah?  
 

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:21]  
 
Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Kuasa Presiden, 
dari sebelah kanan saya, Ibrahim Reza, kemudian Bapak Wahyu Jaya, 
Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian dari sebelah kiri saya, 
Ibu Yuniar, Ibu Sri Sulastiyani, dan Bapak Dwi Cahyo Susilo, serta Bapak 
R. Bangun. Dan dari link Zoom, hadir juga Staf Khusus Menhan, Bapak 
Bambang Eko, Yang Mulia, hadir. Terima kasih.  

 
5. KETUA: SUHARTOYO [01:58] 

 
Baik. Terima kasih.  
 

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:59]  
 
Assalamualaikum wr. wb.  
 

7. KETUA: SUHARTOYO [02:00] 
 
Ya, selamat pagi, Pak Bambang. Baik. Jadi (…) 

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.32 WIB 

KETUK PALU 3X 
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8. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [02:05]  
 
Selamat pagi, Yang Mulia.  
 

9. KETUA: SUHARTOYO [02:08] 
 

 Ya, baik, Pak. Jadi agenda sidang hari ini kan seyogianya untuk 
mendengar keterangan ahli Pemohon dan … eh, sori, untuk konfirmasi, 
seyogianya untuk sidang lanjutan atas Perkara 97, sesuai dengan 
agenda yang sudah ditetapkan. Tapi Mahkamah Konstitusi menerima 
Permohonan Penarikan Kembali atas Permohonan ini.  

Oleh karena itu, persidangan pagi hari ini agendanya untuk minta 
penjelasan atau konfirmasi dari Pemohon. Apakah betul Permohonan ini 
kemudian ditarik kembali? Saudara Kuasa Hukum, silakan!  

 
10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA 

[02:53]  
 
Terima kasih, Yang Mulia. Memang pascamendengarkan 

Keterangan Pemerintah dan DPR, tanggal 23 November kemarin. 
Pemohon, kita melakukan komunikasi, rapat, lalu pada akhirnya 
Pemohon memang memahami adanya kompleksitas dalam hal 
penyusunan prolegnas dan yang berkaitan juga dengan institusi 
Kemenhan, Yang Mulia. Jadi, kami sepakat untuk kemudian 
menyerahkan itu kepada pembentuk undang-undang, Yang Mulia.  

 
11. KETUA: SUHARTOYO [03:26] 

 
Ya.  
 

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA 
[03:26]  

 
Demikian.  
 

13. KETUA: SUHARTOYO [03:27] 
 
Jadi memang menunggu … apa … proses yang ada di DPR, ya? 
 

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA 
[03:33]  

 
Siap, Yang Mulia.  
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15. KETUA: SUHARTOYO [03:34] 
 
Ya, memang seharusnya sesuai dengan putusan MK sebelumnya, 

secepatnya, memang waktu itu semangat yang ada di-message daripada 
Permohonan itu.  

Baik, itu, ya, kondisinya, Saudara Kuasa Hukum Pemerintah dan 
Pak Bambang, Bambang Eko.  

 
16. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S. [03:58]  

 
Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. 
 

17. KETUA: SUHARTOYO [04:00] 
 
Jadi, nanti penarikan ini karena sudah dikonfirmasi akan 

dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 
dan nanti Para Pihak menunggu saja kabar selanjutnya dari Mahkamah 
Konstitusi.  

Kemudian berkaitan dengan bukti yang sudah diajukan, nanti juga 
… karena perkara ini akhirnya juga jika dikabulkan berhenti, mungkin 
bukti yang belum disahkan juga nanti akan disikapi oleh Makamah 
seperti apa.  

Baik, ya, Pak Viktor, dan dari Pak Purwoko, dan teman-teman. 
Cukup, ya, Pak? 

Sidang selesai dan ditutup.  
 

 
  
 

 
Jakarta, 13 Desember 2023 

  Panitera, 
Muhidin 

   

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.36 WIB 
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